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Menimbana :

Mengingat :

a.

bahwa sesuai densan Pasal 194 !indano-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah  Daerah, Pemerintah  Daerah
menetapkan produk pengaturan mengenai
Penyusunan, peiaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pengawasan dan pertangqung
jawaban keuangan daerah denaan Peraturan
Bupati,

bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a, merupakan pedqman bagi
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
fir dalam hal penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan. pelaporan, pengawasa an
pertanagtingiawahan ketianagan daearah:
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sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penukal
Abab Lematang llir tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Peniikal Abah Lematang i,

-

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Penukal
Abab Lematang llir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4181): *




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
entang Keuangan Negara (Lembaran

ANMAamara [ PP il bem e~ T AnnA
SEgGIG NACOUGHR MGGIG3Ia 1anun 2o

NUIIVIL %7, fambanan Lemoparan Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004

tentang Perbendahama Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 Tamhahan
temharan  MNanarn  Bonuklile  Indeassic
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Taiwmn Z004 Nomor 66, Tambahan

Lempbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahin 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran

Neaara Rehllhlil{ |nr‘g_r:e:iﬂ Tak
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Republik Indonesia Nomor 4421);

L]

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerinta Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomnor 194
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Peme"m*ﬁhan “z.erah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahuﬂ 2014
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah

- Otonom (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 4284):
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10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4026);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana teiah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tenlang Perubahan Ketiga Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2504 tentany Redudukan Frotokeler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonesia Nomaor 4712):

Feratiiran Pemerintan  Nomor 23 Tahiin
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4502),

Feraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun
PAV A ] entang Stanadar ARuUNansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2011 Nomor |
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  ):

)
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14.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nwnwr 130, Tambanan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
i embaran  Negara Renuhlik  Indnnecia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4576});

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomqr 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia  janun Z005% Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia
NGITOT 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Himdonmn nin Mmoo ACQON.
INGonesia INoimoi 4008},




21,

22,

23.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
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Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2000 lelnilanu renueiviaar Daidilg VIR
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4612},

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2006 tentana | anoran Keuangan dan
AHISG  1ISTansi reiugiiiiaii (Leifivaiain
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

rRepublik Indonesia Nomor 4614);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2002 ientang Pedoman
Palakeanaan Ananaran Pandanatan  dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4?12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tanun 2005 lertang Pedoman Pengelclaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan

Al MNamrnis Alawm \Alalzdil Wanalna nr\r\rnh
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sebagaimana  tefah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2005,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
nnnnnnnnnnnnnnn
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Fedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daaraly

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara
Pengajuan Usul, Penelitian. Dan
Penetapan Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang

Negara/Daerait,

04}




7%, Pesduran Weneh Daarmn e W
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Feidiidll Vigniel Ddidnl iNegeil INOImor 44

Tahun 2011;

29. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam APBD. Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggung-

l;\umhan PanAamiinaan Rantiiam KWansnean
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30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman  Pengeiolaan Barang
Daerah,

o i. neputusan Nierieii vaiam nNegen Nemor 193
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah vyang Dipisahkan; 32.
Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang iiir Tahun Nomor ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT! TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR.

BAB |
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adaiah Kabupaten Penukai Abab Lematang liir
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
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Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab
Lematang llir
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah [embaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan selaku
PEIgUUI i atigyaidii Udii peliggutia udiaig.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyeienggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang  termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
gengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan  daerah yang dibahas dan disetujui
persama oieh Pemeriniah Daeran dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Penaelolaan Keuanaan Daerah adalah keseluruhan

11.

12.

14,

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. :

Satuan Kerja Pengeioia Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKE adalah perangkat daerah
pada Pemerintan Daerah selaku pengauna
anggaran/pengguna barang, yang juga
meflaksanakan pengeloiaan keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang
terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan
satuan Kerja perangkat daerah.

. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya
mempunyal kewenangan menyelenggarakan keseiuruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adaiah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD vang mempunyai tugas melaksanakan
pengeiolaan APBD dan bertindak sebaga: bendzahara
umum daerabh.

~d
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24,

. Unit kerja adalah bagian dari SKPD vyan

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
Kewenangan penggunaan barang miiik daeran.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabhat vang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
meiaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang

. . oy : .
selanjutnya disingkat PPK.SKPD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keria SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu pragram sesuai dengan bidang tugasnya.

. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsiona! yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk  Keperluan  belanja  daerah  dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundangundangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa
laporan keuangan.

. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggarari/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Ilaporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

ng
melaksanakan satu atau beberapa program.

27. Kas Umum Daerah adaiah tempat penyimpanan uang

daerah yang aitentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

o




28.

29.

30.

38.
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40.
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan olenh Bupati
Penukal Abab Lematang llir untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vyang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oieh
pengguna anggaran.

Dokumen Peiaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat  perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

. Penerimaan Daerah adaiah uang yang masuk ke kas

daerah.

. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

daerah.

. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah vang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

]
. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang

antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

periu dibayar kembali dan/atau pengeiuaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkulan maupun pada {ahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat  SiLPA adalah  selisih  lebih  realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

e =TataTe P

PENGaE anggaiaii.

. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang

mengakibatkan daerah menerima sejumiah uang atau
menerima  manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Piuf_g_n_g Daerah adzalzh iumlzh uan

Daerah adalah juml

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

dibayar kepada pemerintah
nnnnnnn ~iriind =T P ey b P P A | P
SCoagdai anicat peijanjian diau drigat iaiiiiiya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah.
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41,

42.

44.

45.

46.

47.

48.

Utang Daerah adalah jumlah uang vyang wajib
divayar pemerintah daerah danfatau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
verdasarkan peraiurari perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royaiti,
mantaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masu yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan  arus  kas  keluar  untuk mengatur
Kelersediaan  dana  yang cukup guna mendanai
peiaksanaan Kegiatan daiam setlap penode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya
disingkat SPD adalah dokurnen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran vyang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen vana diterbitkan oieh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran. .

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oieh bendahara
pengeiuaran uniuk permintaan uang muka kerja yang
bersitat pengisian Kembali (revolving) yang tidak dapat
difakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
peimbayaran iangsung.

. 8PP Tambahan Uang Persediaan yang seianjuinya

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran iangsung dan uang persediaan,




50.

M.

92.

53.

§!

56.

57.
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SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengpluaran untuk perm;nfaan nembawaraﬂ langqung
ABpdUa piilah Aeligd dlas udsdl peljdiyidin KOiiian m::ud
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
Peligyuiia  algydiaiiinudsa peiigyuiid  diigydidai Ui
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalahn dokumen  yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD vang dipergunakan sebagai uang persediaan
Uil iiln 1 ICE IUdiidi T\Cyh.iirji i.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

. durat Ferintan Wiembayar iambanan Uang FPersediaan

yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna arggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

5. Surdi Feriinail Miembayar Langsung yang seianjuinya

disingkat SPM- LS adalah dokumen vyang diterbiikan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) vyang
selanjutnva disingkat SP?2N adalah dokumen vana
diguniakan sebagai dasar pehicaiian  Gana  yaig
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM vyang telah
diverifikasi.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibel
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
nerolehan lainnya yang sah.

8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang yang nyata dan past jumiahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.
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61.

62.

(0]
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65.

66.

67.
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ha Mil ah yang selanjutnya di singkat
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BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau
seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di
lingkungain pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari  keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya  didasarkan pada prinsip
elisiensi dan produkuvitas.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh  sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
meiaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya
stisudl Uengan Kebuiunan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
vang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

. Renﬁnna Wnria l‘nn Anﬂﬂﬂ-ﬂ“ cwnn yang Se{anjutnya
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disingkat RKA-SKPD adalan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
fehcana belanja program dan kegatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.
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Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan  dan/atau  susunan  pemerintahan untuk

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka meiindung,
inclayani, memberdayakan, dan  mensejahterakan
masyarakat.
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€8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

69. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/iasa.
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SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2
i ~ f e WAl immtme Dl
em dan Prosedur Pengsiolaan Keuangan Daerah Kabupaten Periukal

Abab | ematang llir sehagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3 .

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang llir sebagaimana dimaksud meliputi :
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Penganggaran:

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD:

Akuntansi dan Pelaporan;

Pengawasan;

Pertanggungjawaban; dan

Tata cara penunjukan pejabat vang diberi wewenana BUD. kuasa
BUD, pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara

pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan
pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang llir sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipergunakan sebagai
acuan yang secara bertahap dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir.
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KETENTLIAN

PENUTUP

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang llir Nomor Tahun lentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang liir
dinyatakar dicabut dan tidak periaku.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini di

tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasai 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penuka! Abab
Lematang Hiir.

L]

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 30 Nopember 2015

PENJ T BUPATI
PENUKAL LEMATANG TLiB
p————e
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